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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif A tidak dilambangkan
ب Ba B Bc
ت Ta T Tc
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha K ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin S es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
xii
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ھ Ha Y Ha
ء Hamzah ‘ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
(‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fathah A A
 ِا kasrah I I
 ُا ḍammah U U
xiii
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥah dan yā’ Ai a dan i
 َو fatḥah dan wau Au a dan u
Contoh :
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلَْﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,






...ىَ  |اَ... Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas




 ْﻞِْﯿﻗ : qila
 ُتْﻮَُﻤﯾ : yamutu
4. Tā’ marbūṫah
xiv
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup
Ta’marbutah yang hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah)
dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang mati (tidak berharakat)
dilambangkan dengan "h".
Contoh:
 ِل َﻒَْطﻷْا ُﺔَﺿَوَر : raudal al-at fal
 َُﺔﻠِﺿ َﺎﻔﻟْا َُﺔﻨْﯾ ِﺪَﻤَْﻟا : al-madinah al-fadilah
ﺔَﻤْﻜِﺤَْﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang





Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
tersebut.







Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
1. Hamzah di awal
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
2. Hamzah tengah
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ: ta’ muruna
3. Hamzah akhir
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah
lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang
dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa




9. Lafz al-Jalalah (  ﱠﷲ )
xvi
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ﱠﷲ ُﻦْﯾِد Dinullahِﺎﺒﮭﻠﱠﻟا billah
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُْﻢھ   ﱠﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓHum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut,
bukan huruf awal dari kata sandang.
Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Wa ma Muhammadun illa rasul
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
Swt. = subhānahū wa ta‘ālā
Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam




SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Ihsan Maulana
NIM : 10100114211
Judul : Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan
Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor:
1830/Pdt.G/2017/PA.Mks)
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Putusan Hakim Dalam
Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama (studi
Kasus Putusan Nomor: 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks) selanjutnya yang menjadi
submasalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya perpindahan agama (murtad)? 2. Bagaimana
Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan salah satu
pihak berpindah agama?.
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif
yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna memperoleh data yang lengkap
mengenai Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan
Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor:
1830/Pdt.G/2017/PA.Mks). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan
adalah Pendekatan Normatif-Yuridis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara
induksi mengenai Analisis Putusan dalam Perkara Cerai Gugat dengan alasan
Salah Satu Pihak Berpindah Agama tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Faktor terjadinya perpindahan
agama karena dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman Tergugat dalam
mempelajari syariat Islam sebagai seorang muallaf serta tidak ada sosok yang
membimbing Tergugat untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan
baik, kondisi itu pula semakin rumit dengan kenyataan bahwa profesi Tergugat
sebagai seorang pelaut yang jauh dari tempat-tempat beribadah dan forum-forum
kajian keislaman. Dalam perkara cerai gugat nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) serta (h) Kompilasi Hukum Islam. Fasakhnya perkawinan antara
penggugat dan tergugat akibat salah satu pihak berpindah agama itu sendiri adalah
rusak atau putus, yang secara lebih detailnya bahwa putusnya suatu perkawinan
melalui Pengadilan yang hakikatnya hak suami atau istri disebabkan sesuatu yang
diketahui setelah akad berlangsung.
Implikasi penelitian ini yaitu: 1. Hendaknya Majelis hakim dalam memutus
perkara haruslah sesuai dengan fakta-fakta yang menerapkan prinsip-prinsip yang
baik dan benar. 2. Kepada masyarakat luas memilih pasangan yang berakhlak
mulia dan sesuai dengan syariat Islam. 3. Pemerintah dapat segera mengadakan
langkah-langkah kearah penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan. Dalam penyempurnaan tersebut diaharapkan dapat
menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan dapat pula
menampung segala kenyataan yang hidup di masyarakat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu kewenangan Peradilan Agama di Indonesia telah dijelaskan
pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
yaitu Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman,
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.
Salah satu kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut ialah
pada perkara perkawinan, yang mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991
Tentang kompilasi Hukum Islam, telah merumuskan bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1
Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas di
bandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang
merumuskan sebagai berikut : Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau
mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.2
Dalam menjalankan kehidupan berumahtangga tidak menuntut
kemungkinan terjadinya sebuah perpecahan dan pertikaian yang menyebabkan
kondisi rumah tangga tersebut mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan
1Republik Indonesia Pasal 1 Kopilasi Hukum Islam, h. 78.
2Muhammad Amin  Summa,Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 46.
2tersebut disebabkan oleh banyak faktor, dimana ketika hak dan kewajiban tidak
berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, maka pertengkaran
seringkali terjadi dan menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan
adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau
berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang selama ini
hidup sebagai pasangan suami dan istri3.
Putusnya perkawinan yang terjadi diantara seorang suami dan istri tersebut,
haruslah diselesaikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka
dengan kewenangan relatif dan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Peradilan
Agama, maka ia berhak untuk menyelesaikan perkara putusnya perkawinan dalam
kompilasi hukum islam bisa terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan
pengadilan.
Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya
perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau
berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan putusnya perceraian akibat inisiatif
sang istri, atau yang dikenal dengan cerai gugat adalah sebuah pengajuan gugatan
sang istri dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya
perkawinan.
Perceraian pada prinsipnya terjadi apabila kedua belah pihak baik suami
maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokkan dalam menjalani
rumahtangga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian berasal dari
berbagai persoalan, seperti kondisi ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga,
salah satu pihak berpindah agama dan faktor-faktor lainnya. Dalam kasus
3Amir Syarifuddim, Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. I ; Jakarta: Prenada Media,
2006), h. 189.
3perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak berpindah agama (murtad)
sering menimbulkan problematika di masyarakat mengenai hal tersebut.
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan
Pelaksanaannya tidak mengatur tentang perpindahan agama (murtad) sebagai
alasan putusnya perkawinan,  hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut
prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam dalam
Pasal 116 huruf (k) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian, yaitu apabila
salah satu pihak meninggalkan agama (murtad) dan dapat mengakibatkan
ketidakrukunan dalam rumahtangga.4
Dalam hal salah satu pihak murtad, perkawinan tersebut tidak langsung
putus, perceraian merupakan delik aduan, sehingga apabila salah satu pasangan
keberatan karena pasangannya murtad, maka dapat mengajukan gugatan di
Pengadilan. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan
hukum Islam memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara yang ditentukan
khusus oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat
diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk
menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan
pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya
kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.
Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar
menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai
aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus
benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum
4Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: RinekaCipta, 2005), h. 32.
4yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-
undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.
Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan
untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para
pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh
hakim di persidangan.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bertekad mengajukan judul skripsi
yaitu Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan
Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor:
1830/Pdt.G/2017/PA.Mks )” sebagai suatu sarat menyelesaikan tugas akhir di
jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai perkara cerai
gugat yang disebabkan salah satu pihak berpindah agama (Studi Kasus Putusan
Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA. Mks)
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliriun
dalam menginterpretasikannya, maka yang menjadi deskripsi fokus dalam
penelitian ini yaitu:
1. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penyidikan
terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya
dan sebagainya). Namun dalam perkara ini analisis dilakukan tehadap
putusan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara cerai gugat
5yang disebabkan oleh perpindahan agama. Analisis putusan hakim ini
dilakukan bukan untuk melihat salah atau benar suatu putusan, akan tetapi
analisis terhadap putusan hakim ini dilakukan untuk mengetahui dasar-
dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan dijadikan
sebagai bagian dari sumber-sumber hukum atau yurisprudensi.
2. Cerai gugat adalah gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975
adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Perpindahan Agama (murtad) adalah sikap mengganti atau meninggalkan
suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar
terhadap agama yang di yakini sebelumya.
4. Pengadilan Agama Makassar adalah Pengadilan yang mengadili sengketa-
sengketa perdata orang-orang beragama Islam yang berdomisili di kota
Makassar.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan
Agama (murtad) ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian dengan
alasan salah satu pihak berpindah agama?
D. Kajian Pustaka
Untuk mendukung kajian yang lebih mendalam terhadap masalah
tersebut peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan
terhadap masalah yang akan menjadi obyek penelitian sehingga mendapatkan
referensi tepat yang berkaitan dengan penelitian ini.
Beberapa skripsi, tesis, buku ataupun penelitian-penelitian yang lainnya
akan peneliti sertakan sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan
6dibahas, kajian terdahulu ini akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah
dilakukan dengan baik, diantaranya :
1. Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed
Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir) dengan judul Fiqh
Munakahat khitbah, Nikah dan Talak Tahun 2011 dimana dalam buku ini
dibahas mengenai Definisi, Dalil Disyariatkan Talak, dan Hukumnya yang
menerangkan tentang bagaimana hubungan keluarga dalam Islam, dengan
segala perlindungan dan tanggungjawabnya, akan tetapi Islam tidak
menutup diri bahwa dalam suatu perkawinan terjadi sesuatu yang
menyebabkan putusnya perkawinan. Sehingga buku ini membahas
mengenai bagaimana rukun talak ,ungkapan cerai dan lain-lain. Sedangkan
dalam penelitian ini Peneliti merujuk kepada fakta-fakta terjadinya
perpindahan agama yang mengakibatkan suatu perpecahan dan
percekcokkan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor
1830/Pdt.G/2017/PA Mks.
2. Prof. Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H dengan judul Pokok-Pokok Hukum
Acara Perdata Tahun 2009 membahas tentang bagaimana arti putusan
hakim atau putusan pengadilan terhadap gugatan atau permohonan yang
diajukan ke Pengadilan Agama. Dan menjelaskan tentang kekuatan putusan
hakim tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini Peneliti kembali
menganalisi sebuah putusan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai
perkara cerai gugat yang diakibatkan oleh salah satu pihak berpindah
agama.
3. Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai perceraian akibat cerai
talak dan cerai gugat, dan membahas mengenai prosedur pengajuan gugatan.
74. Abd. Moqsith, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam
Jurnalnya berjudul Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam Tahun 2009
dimana karya tulis ini membahas mengenai bagaimana tafsir ulama terhadap
penerjemahan dasar normatif Islam seperti Al-qur’an dan Hadits terkait
orang murtad, lalu bagaimana ulama menafsirkannya dalam hukum-hukum
tafsir dan fikih. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak hanya
membahas mengenai perpidahan agama (murtad) secara umum, tetapi
perpindahan agama yang disertai dengan perkawinan.
5. Abdur Rahman Ibn Smith, dalam Penelitiannya yang berjudul Rekontruksi
Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya Tahun 2012, membahas mengenai
murtad dalam wacana fikih dan mengkaji tentang makna murtad secara
lebih mendalam dan bagaimana implikasi terhadap tindakan murtad tersebut
yang dalam penelitiannya menegaskan kembali untuk meninjau ulang
terhadap pandangan mayoritas hukuman pembunuhan bagi riddah
mengingat bahwal Al-qur’an dengan tegas melarang adanya pemaksaan
agama sebagaimana tercantum dalam Qs. Al-baqarah ayat : 256 dan Qs.
Yunus : 99. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai
perceraian yang disebabkan karena perpindahan agama, dan melihat bahwa
fenomena yang sering terjadi di masyarakat ini perlu mendapat perhatian
khusus dari Pemerintah terkait dengan kepastian Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan campuran.
6. Kamal Muchtar, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Islam
Tentang Perkawinan Tahun 2004, yang membahas tentang asas personalitas
keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada kekuasaan
lingkungan Peradilan Agama.
87. Abdul Manan, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara
Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2008 juga membahas
tentang faktor-faktor penerapan asas personalitas keislaman yang di
dasarkan pada patokan umum dan patokan terjadinya hubungan hukum
dalam personalitas keislaman yang dijadikan sebagai fundamental
menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama.
8. Diana Aristanti, Dyah Ochtorina Susanti, Pratiwi Pusphitho Andini, dalam
jurnal penelitiannya berjudul Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan
Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal) Tahun 2017 yang
membahas tentang relasi perkawinan dan perceraian, dasar pertimbangan
hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat murtad dan akibat hukum
putusan tersebut terhadap perkawinan para pihak serta status hak waris anak
yang menjelaskan dijatuhkannya talak satu ba’in shugra terhadap
perkawinan para pihak dan hak waris anak tidak dapat diberikan karena
murtad atau perpindahan agama menggugurkan hak waris tersebut.
Sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai perceraian yang
terjadi oleh perpecahan dan percekcokkan bukan sebagai akibat dari suatu
perceraian, melainkan adanya alasan lain yaitu perpindahan agama yang
menyebabkan perceraian, dan bukan perceraian yang terjadi akibat talak
ba’in shugra.
Beberapa skripsi, tesis, dan penelitian-penelitian lainnya akan menjadi
bahan pertimbangan dan pembandingan tinjauan materi yang akan peneli bahas
dalam skripsi ini dengan skripsi sebelumnya, mengingat kembali bahwa lokasi
penelitian skripsi ini berada pada wilayah kewenangan Pengadilan Agama
Makassar Kelas 1A yang  menunjukkan terjadinya perbedaan lokasi penelitian
dengan penelitian-penelitian terdahulu, selain itu peneliti bukan hanya berfokus
9pada dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat
yang disebabkan oleh perpindahan agama, namun peneliti juga berfokus pada
proses penyelesaian perselisihan dalam hal pembagian harta bersama dalam
perkara cerai gugat yang disebabkan oleh perpindahan agama yang membuat
skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian dengan judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama
Terhadap Perceraian diakibatkan karena perpindahan agama (studi perkara nomor
:1830/Pdt.G/2017/PA Mks) memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perpindahan agama (murtad)
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Makassar dalam memutuskan perceraian yang diakibatkan karena
perpindahan agama.
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum perkawinan di Indonesia
mengenai analisis dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perceraian
yang diakibatkan karena perpindahan agama.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan
pertimbangan bagi akademisi maupun praktisi. Dari sisi akademis biasa
mamberikan pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di
bidang hukum acara peradilan agama. Selain itu penelitian ini diharapkan
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memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam hal perpindahan agama yang
menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.
Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat
luas tentang perceraian serta hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang
berperkara, dimana apabila perceraian telah terjadi maka tidak serta merta
perkawinan putus tanpa meninggalkan beberapa hak dan kewrajiban. Dan
memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa putusnya sebuah
perkawinan hanya dapat dilakukan dihadapan sidang hakim Pengadilan Agama





Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan
suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan
pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu
ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri yang kemudian hidup
terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.
Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi
kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun sesuatu perbuatan yang
sia-sia dan tidak berdasar. Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal
yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan
bimbingan, yakni pada kondisi yang harus dihadapi secara praktis.
Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam
keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang
tidak jelas tersebut, yang ditegaskan dalam firman-Nya, yaitu “ Boleh jadi engkau
membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.
Apabila dalam suatu ikatan perkawinan tidak ditemuka hakikat sebuah
pernikahan dan terjadi sebuah perceraian, maka dalam Islam mengatur mengenai
hukum talak beserta dalil-dalil dan hikmahnya dalam sebuah perkawinan.
Menurut bahasa talak berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut syara’,
melepas tali nikah dengan lafalz talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi
dalam bukunya Tahdzib, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami
yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.
Para ulama berbeda pendapat tentang talak, pendapat yang lebih benar
adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti
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kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa
nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal
kecuali karena darurat, misalnya suatu ragu terhadap perilaku istri atau hati sang
suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha membalikkan segala
hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat
Allah secara murni dan buruk adab kepada suami, hukumnya makruh.
Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara
rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan
sunnah. Al-Baijarami berkata “ Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib
seperti talaknya orang yang bersumpah Ila’  (bersumpah tidak mencampuri istri),
atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak
bid’ah,dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu
melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang
tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua
orang tua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan
hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak kadang kalanya wajib,
seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan
pasangan suami istri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Begitu
juga talaknya yang sumpa ila’ (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa
iddah empat bulan, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah : 2/226-227
              
         
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Terjemahnya :
”Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan
(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika
mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.5
1. Cerai Gugat
Pada umumnya terdapat dua bentuk perceraian yang terjadi di Pengadilan
Agama, yaitu perkara voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di
dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara
kontensius ialah perkara gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara
pihak-pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama pasal 73 ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat
yaitu :
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali
apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa izin tergugat.6
Seperti yang sudah dijelaskan, perkara cerai gugat adalah perkara yang
bersifat contentiosa. Yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara
istri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat. Oleh karena itu, segala
ketentuan yang diperbolehkan hukum acara dalam berperkara secara partai,
berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian.
Dalam perkara cerai gugat ini, maka istri tidak mempunyai hak untuk
menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk
bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.
Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Al-Karim (Surabaya : Publishing
& Distributing, 2013), h. 36
6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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Agama, telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang
bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri”. Pada pihak lain,
“suami” di tempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing
telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami
melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.7
Dalam hal cerai gugat yang mana inisiatif berasal dari pihak istri diajukan oleh
istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat8.
Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan bahwa gugatan yang
diajukan kepada badan-badan pengadilan haruslah sesuai dengan persoalan yang
diajukan. Kekuasaan mutlak menyangkut pembagian kekuasaan badan-badan
peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan
untuk mengadili (attributie van rechmacht)9.
2. Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Gugat
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam
kehidupan rumah tangga pada umumnya terjadi apabila tidak ditemui lagi
keharmonisan dalam perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan pada
prinsipnya telah memperketat terjadinya perceraian, dimana hanya dapat
dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang
tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam seperti :
7M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-
Undang No.7 Tahun 1989, (Jakarta : Pustaka Kartini,1997), h. 252.
8Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama,Pasal 73,h. 19.
9Muh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta : Rineka Cipta,
2009), h. 18.
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar
kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.10
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.11
Menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan
alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam kaitannya ada dua
pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubarnya perkawinan” dan
“perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.
Dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan perkawinan
dapat bubar karena, (1) kematian salah satu pihak; (2) keadaan tidak hadirnya
suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru si istri atau
suami setelah mendapat izin dari Hakim sesuai dengan Pasal 494; (3) karena
10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
11 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116
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putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian
bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil;
Memerhatikan alasan-alasan perceraian yang diterima dalam hukum
perkawinan nasional, maka dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia tidak
mengenal lembaga hidup terpisah yaitu perceraian dari meja atau pisah tempat
tidur (scheding van tafel en beed) sebagaimana diatur dalam Pasal 424 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam lembaga hukum keluarga Eropa yang
dikenal dengan separation from bad and board.12
Dari uraian faktor-faktor yang menyebabkan perceraian diatas,
perselisihan dan pertengkaran merupakan faktor yang sering kali terjadi di
kehidupan masyarakat, hal itu bisa saja terjadi akibat kondisi ekonomi yang
dihadapi oleh kedua belah pihak, tidak menemukan kecocokan Sedangkan dalam
Al-qur’an menyebutkan tentang kembalinya seseorang ke suatu agama, yaitu pada
Q.S. Al-Mumtahanah: 60/10
                
               
              
               
12Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama(
Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h.467
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                  
     
Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman! apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka,
maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka)
orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-
orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami
suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu
mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan
janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan
perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah
kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka
bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.13
Maksud dari ayat diatas menjelaskan tentang larangan menikahkan wanita
akan merusak aidah dan agama wanita muslimah. Oleh sebab itu Allah muslimah
dengan laki-laki kafir. Sebab pernikahan semacam itu hanya SWT berfirman di
dalam ayat diatas “Mereka mengajak ke Neraka”. Artinya secara umum tindakn
orang-orang musyrik baik segi ucapan atau perbuatan mereka selalu mengajak ke
Neraka.
Adapun faktor-faktor terjadinya perceraian dalam perkara ini sebagaimana
terangkum dalam Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA MKs yaitu :
13Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Al-Karim (Surabaya : Publishing
& Distributing, 2013), h. 550.
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- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad,
tanggal 03 Oktober 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
972/41/XI/2012, tanggal 15 September 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama
di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7
tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah
dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang
masing-masing bernama:
- ANAK, (umur 5 tahun);
- ANAK, (umur 2 tahun);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2017, keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena Tergugat
telah kembali ke Agamanya semula (murtad).
- Bahwa Tergugat yang sebelum menikah dengan Penggugat beragama
Kristen (muallaf), namun sekarang telah kembali ke agamanya semula
(murtad).
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat
tinggal bersama sejak akhir bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan
selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya
sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat.
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik
bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
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- Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak
satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat
Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota
Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai tempat
kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu.
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat
mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan
perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar
kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai
tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai tempat kediaman
Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
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- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara
ini  diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
Dalam kehidupan masyarakat, sering kali kita menjumpai faktor
terjadinya perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama, yang
menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Akan tetapi hal
yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan alasan-alasan
perceraian dalam hal pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ini diikuti dengan unsur
“terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”, sehingga bersifat ambiguitas
dimana apabila tidak terjadinya perselisihan dan tetap hidup rukun bilamana salah
satu pihak berpindah agama maka peneliti anggap sebagai hal yang perlu di kaji
kembali mengenai redaksi kalimat yang menyebabkan perceraian.
3. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama telah membahas secara khusus mengenai cerai gugat yang diatur dalam
Pasal 73 sampai Pasal 86 diantaranya :
1. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan
perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri,
maka gugatan diajukan kepada penagadilan yang daerah hukumnya
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meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yaitu :
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak
mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian,
sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan
yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang
menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yaitu :
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan
tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.
Berdasarkan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yaitu :
1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat
persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari
keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.14
Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yaitu :
14Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat
atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin
ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk
tidak tinggal dalam satu rumah.
Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yaitu :
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat,
Pengadilan dapat :
a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak.
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.
Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yaitu :
Gugatan perceraian gugur apabilan suami atau istri meninggal sebelum
adanya putusan pengadilan.
Berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yaitu :
1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan
perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
2. Pemeriksaan gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yaitu :
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1. Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum.
2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya
terhitung sejak putusan pengadilan memperolah kekutan hukum tetap.
Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yaitu :
1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha
mendamaikan kedua belah pihak,
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara
pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar
negeri, dan tidak dapat datang menghadap secata pribadi dapat diwakili
oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabilan kedua pihak bertempat tinggal kediaman di luar negeri, maka
penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap. secara
pribadi.
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaan.
Berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yaitu :
Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan
perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh
penggugat sebelum perdamaian tercapai.15
Dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yaitu ;
15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perailan Agama.
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1. Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang dutunjuk
berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan
satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk
mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan
untuk itu.
2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu
helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang
telah memperokeh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan
pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada
bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
3. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai
salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai
kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah
putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut
diberitahukan kepada para pihak.
Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yaitu :
Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat
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Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian
bagi bekas suami atau istri atau keduanya.
Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yaitu :
1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan
perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan
hukum tetap.
2. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih
dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap tentang hal itu.16
Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang membahas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani
perkara cerai gugat tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai
putusnya perkawinan, dimana pada Pasal-Pasal tersebut di atur mengenai tata cara
perceraian yang pada pokoknya sama seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam membahas
mengenai gugatan perceraian yang dapat gugur apabila suami atau istri meninggal
sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.
Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan secara lebih detail mengenai
tempat kediaman tergugat yang tidak jelas keberadaannya, hal itu di atur dalam
Pasal 138 :
1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan
16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan
Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar
atau massa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass
media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu satu bulan  antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa
hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak
beralasan.17
B. Perpindahan Agama (Murtad)
Perpindahan agama yang biasa kita kenal dengan murtad dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia berarti berbalik belakang, berbalik kafir, membuang
imam, berganti menjadi ingkar. Sedangkan menurut syariat, orang murtad adalah
seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, tanpa ada paksaan,
dalam usia tamyiiz (sudah mampu membedakan antara baik dan buruk) serta
berakal sehat.
Secara etimologi murtad dimaknai oleh ahli fikih sebagai al-ruju’ an al-
Islam (berbalik dari Islam). Sedangkan secara terminologis, murtad diartikan
Abdurrahman Al-Juzairi dalam Al-Fiqh Ala al-Madhahib al- Arba’at sebagai
orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua
kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapan
17Kompilasi Hukum Islam, Pasal 138.
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secara jelas (sharih), misalnya “usyriku bi Allah” atau saya menyekutukan
Allah.18
Namun murtad pada umunya dipakai untuk orang yang mengganti
keimanan dengan kekafiran, dari beragama Islam lalu keluar menjadi Yahudi,
Nasrani dan lain-lain. Didalam Al-qur’an sekurang-kurangnya terdapat beberapa
ayat-ayat yang menunjuk soal murtad ini. Ayat yang pertama adalah
Qs. Al-Maidah: 5/54
                   
                      
                   
  
Terjemahnya :
“Hai orang-orang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari
agamanya maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah
mencintai mu’min, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang
berjihad dijalan Allah dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang
suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja yang
dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui”.19
Sedangkan ayat kedua yang membicarakan tentang murtad adalah
Qs. Al-Baqarah: 2/ 217
18http ://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahla,/article/download/10/80 diakses pada
tanggal 14 Agustus 2018.
19Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Al-Karim (Surabaya : Publishing
& Distributing, 2013), h. 114.
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...              
                
   
Terjemahnya :
“Barangsiapa yang murtad diantara kalian dari agamanya, lalu dia mati
dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya didunia dan
akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya”.20
Muhammad Rashid Rida lebih lanjut mengatakan bahwa ayat ini
hendak menegaskan bahwa begitu seseorang memilih kafir dengan meninggalkan
agama Islam, maka seluruh amal ibadahnya ketika menjadi muslim akan batal dan
terhapus secara keseluruhan. Hal ini sesuai pula dengan yang Qs. Al-Maidah[5]: 5
              

Terjemahnya :
“…Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-
hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk
orang-orang merugi”.21
20Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Al-Karim (Surabaya : Publishing
& Distributing, 2013), h. 34.
21Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Al-Karim (Surabaya : Publishing
& Distributing, 2013), h. 107.
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Sedangkan menurut M. Quraish Shihab mencoba menelusuri akar kata
ayat Al-Baqarah:217 itu menurut dia, ayat ini menggunakan kata habitat untuk
menunjukkan kesia-siaan amal orang murtad. Shihab menegaskan bahwa kata
tersebut pada mulanya untuk menjelaskan sesuatu yang konkret dan duniawi,
misalnya untuk binatang yang ditimpa penyakit akibat menelan sejenis tumbuhan
yang mengakibatkan perutnya kembung yang berdampak pada kematiannya.
Dari luar, binatang yang mengidap penyakit itu tampak gemuk dan sehat,
tetapi gemuk yang seakan mengagumkan itu hakikatnya adalah penyakit yang
menyebabkan dagingnya membengkak atau penyakit tumor yang sangat
berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Menurut Shihab, demikian juga amalan
orang-orang kafir (murtad). Selintas amal-amal mereka tampak baik, tetapi
sebenarnya amal-amal itu sia-sia sehingga yang bersangkutan akan menjadi
seperti binatang yang memakan sejenis tumbuhan yang mematikan tersebut.
Lebih jelasnya M. Quraish Shihab melalui ayat ini, berkata bahwa akibat
dan dampak yang akan diterima orang murtad adalah kesia-siaan amal mereka dan
kekekalan mereka di neraka.22
Berbeda dengan ahli fikih dan para ulama yang memiliki pandangan
tersendiri mengenai murtad, dimana yang disepakati oleh ahli fikih mengenai
hukuman orang-orang yang murtad apabila ia laki-laki, maka akan di hukum mati.
Sementara bagi perempuan murtad para ulama memperselisihkan sanksi
hukumnya. Jumhur ulama berpendapat, sebagaimana laki-laki murtad dihukum
mati, maka begitu juga perempuan murtad, pendapat ini didasarkan pada Hadits
riwayat Jabir. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan bernama Umm Ruman
telah murtad dari Islam dengan cepat berita itu sampai kepada Nabi, lalu Nabi
22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Juz
1, h.561-562
30
memerintahkan agar perempuan itu diminta bertaubat, jika tidak mau maka ia di
hukum bunuh.23
Namun dengan adanya era kebebasan beragama seperti sekarang, dimana
pilihan orang atas suatu agama dianggap sebagai pilihan individual. Keputusan
seseorang untuk keluar dari suatu agama, termasuk keluar dari agama Islam, tidak
dipandang sebagai tindakan kriminal. Keputusan seseorang untuk memilih atau
keluar dari suatu agama dipandang sebagai hak dasar yang melekat pada setiap
orang. Dalam konteks itu, Abdul Karim Soroush mengatakan bahwa hendaknya
suatu agama dipeluk karena pemahaman serta ketulusan dan bukan karena
ketakutan.24
Di Indonesia sendiri sampai sekarang dalam KUHP dan sejumlah Undang-
Undang lain tidak menyebutkan pindah agama sebagai perkara pidana. Bahkan
dalam UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga
negara dalam menjalankan kebebasan beragama.25 Akan tetapi murtadnya salah
satu pihak yang keluar dari agama Islam yang menyebabkan putusnya suatu
hubungan perkawinan menjadi inti dari pembahasan dalam tulisan ini. Dan pada
persoalan murtad terdapat tambahan kata-kata yang mempertegas bahwa alasan
perceraian akibat murtad, yaitu murtad yang menyebabkannya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.26
Asas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat
ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang
23Abu Ishaq, Al-Shayrazi, Al-Muhadhdhab Fi Fiqh al-Imam al-Shafi’I, Juz II, h. 222.
24Abdul Karim Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, Bandung: Mizan, 2002,
h.207.
25Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E.
26Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia ( Cet. 2 ; Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1985), h. 70-71
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mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain diluar Islam tidak
tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.27
Undang-Undang Nomor 7 Tahu 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa peradilan
agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam.
Orang yang beragama selain Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan
tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Prinsip personalitas ke-
islaman hanya dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang
menjadi yuridiksi lingkungan Peradilan Agama saja, yaitu perkawinan, kewarisan,
wasiat dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam, wakaf dan
sedekah. Jadi kekuasaan Peradilan Agama itu hanya terbatas pada kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata
tertentu.
Penerapan prinsip personalitas keislaman ini harus meliputi para pihak
yang berperkara dan keduanya harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu
pihak bukan beragama Islam, maka sengketa perkaranya harus diselesaikan pada
Peradilan Umum, demikian juga tentang hubungan hukumnya harus berlandaskan
hukum Islam, maka sengketanya tidak tunduk pada kekuasaan Peradilan Agama.
Misalnya, hubungan hukum islam dengan ikatan suami istri yang berdasarkan
hukum barat, meskipun sekarang mereka sudah beragama Islam, asas keislaman
mereka ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan
mereka. Oleh karena itu, sengketa perkawinan mereka harus diselesaikan pada
Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Republik
27Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ( Jakarta : PT. Bulan
Bintang, 1982). h. 81
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Indonesia tanggal 31 Agustus 1983 yang ditunjukan kepada Pengadilan Tinggi
Ujung Pandang.
Yang menjadi patokan penerapan asas personalitas keislaman adalah
didasarkan pada patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum.
Jika dilihat pada patokan yang umum, maka keislaman seseorang cukup diketahui
pada faktor-faktornya saja tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang
bersangkutan, jika ia mengaku beragama Islam maka pada dirinya sudah melekat
personalitas keislamannya. Faktanya cukup dilihat dari identitas yang dimiliki
orang tersebut, seperti Kartu Tanda Penduduk, SIM, atau tanda bukti lainnya. Jika
dilihat pada patokan personalitas keislaman yang dijadikan pada “saat terjadi”
hubungan hukum, maka ada dua syarat yang harus dipegang yaitu :
1. Pada saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama
beragama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum
Islam.
Jika kedua syarat ini sudah terpenuhi pada kedua belah pihak, maka pada
diri mereka sudah melekat personalitas keislaman dan sengketa diantara mereka
diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama tidak menjadi soal apakah
dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang diantara mereka
telah keluar dari agama Islam.28
Asas personalitas keislaman dipandang sebagai salah satu fundamental
menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari
penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menentukan
bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama
digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu
28Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h.
206
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tersebut yakni golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana tercantum di
dalam Pasal 2 Jo. Pasal 49 ayat 1 Jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.29
Terdapat tiga prinsip hukum Islam yang dijadikan dasar ketaatan umat
Islam untuk tunduk pada Peradilan Agama yang disebut asas personalitas
keislaman, yaitu :
1. Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada hukum Islam dan oleh
karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum
Islam.
2. Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka harus diselesaikan
menurut aturan hukum Islam.
3. Apabila mediator atau pengadilan diperlukan, maka harus diselesaikan
lewat mediator muslim atau Peradilan Islam.
Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa
ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum berdasarkan hukum
Islam. Oleh karena itu, Peradilan Agama tumbuh dari prinsip-prinsip tersebut
merupakan ciri khas serta simbol berlakunya hukum Islam peradilan agama
diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di
antara umat manusia. Hal ini merupakan tujuan pertama dan utama
penyelenggaraan peradilan dalam Islam. Karena itu hukum Islam sebagai ilmu
pengetahuan dapat dipelajari oleh siapa pun, maka ia hanya dapat diyakini,
dihayati, dan diamalkan oleh orang yang beragama Islam.30 Bagi orang yang
29Abdul Aziz Dahlan, Eksiklopedia Hukum Islam (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2002), h.
217.
30Muhammad Salim Madkur, AL Qadla’u fi Islam, Darun Nadwa, Al Arabiyah ( Jakarta
: Kencana, 1964), h. 39
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beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan asas
personalitas keislaman.
Personalitas keislaman dalam bidang hukum perkawinan dapat dilihat
apabila terjadi sengketa diantara suami istri yang bermaksud akan mengakhiri
perkawinan mereka. Jika ikatan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum
islam,kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang beralih kepada agama
lain atau pindah agama, maka yurisdiksinya tunduk pada Peradilan Agama dan
hukum yang berlaku tetap hukum Islam. Sebaliknya pada saat terjadinya
hubungan hukum itu keduanya atau salah satu pihak belum beragama Islam
kemudian pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satunya sudah beragama
Islam, maka pada diri mereka tidak melekat asas personalitas keislaman, tetapi
tunduk pada hukum saat mereka menikah.
Permasalahan perceraian dimana salah satu pihak berpindah agama sering
terjadi dalam kehidupan masyarakat walaupun belum diperkuat oleh penelitian
resmi. Akan tetapi, fakta dilapangan menunjukan cukup banyak diantara pasangan
yang masuk Islam sebelum menikah dan kembali ke agama asalnya setelah
perkawinan berjalan beberapa tahun. Keluarnya salah satu pihak akan
menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini
disebabkan pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan pada persoalan
perbedaan keyakinan, sementara hubungan perkawinan telah berjalan beberapa
tahun dan telah dikaruniai anak.
Upaya mengantisipasi permasalahan tersebut, Pasal 116 huruf (h)
Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian
adalah murtad yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga. Akan tetapi Pasal tersebut terkesan ambigu, karena adanya pernyataan
“yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga”,
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pernyataan tersebut menunjukkan bahwa “murtad” tidak dengan sendirinya
menjadi alasan perceraian, kecuali dengan murtadnya salah satu pihak




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah Field Research
kualitatif yaitu secara yuridis mengkaji tentang putusan hakim dalam memutus
perkara cerai gugat akibat perpindahan agama dan lebih menekankan pada
kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data-data di lapangan.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Pilihan lokasi tersebut  didasarkan pada
pertimbangan penulis bahwa Pengadilan Agama Kelas IA Makassar mempunyai
wewenang menangani perkara cerai gugat.  Selain itu, Pengadilan Agama Kelas
IA Makassar memudahkan penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan
informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.
B. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, pendekatan
penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis yang pada
dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan
adanya penambahan berbagai unsur empiris untuk. Pendekatan normatif-yuridis
ini lebih menekankan kepada implementasi ketentuan hukum normatif (undang-
undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Sumber Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data.
Pertama adalah data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat dan
juga menjadi pokok permasalahan dalam penelitian berupa dasar pertimbangan
hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam mengadili putusan dan
menjatuhkan perkara cerai gugat akibat perpindahan agama dan analisis. Kedua,
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data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti ini diambil dari
literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, karya ilmiah, surat kabar,
majalah, internet, dan referensi yang mendukung lainnya.
C. Sumber Data
1. Data Primer31
Penyusun menggunakan sumber rujukan tertulis berupa putusan perkara
cerai gugat.
2. Data Sekunder32
Cara lain yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu
dengan wawancara kepada para responden, baik itu hakim mediator
maupun pihak-pihak yang terkait dengan mediasi. Dalam hal ini penulis
menggunakan pedoman wawancara agar responden dapat dengan mudah
memberikan jawaban dan penjelasan secara terstruktur mengenai data dan
informasi yang dibutuhkan. Selain itu penulis juga menggunakan
dokumentasi sebagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau
sudut pandang penyusun, peraturan perundang-undangan dan variabel lain
yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA
Makassar.
31 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan
Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004), h. 30.
32Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, h. 30.
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3. Data Tersier
Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan
ensiklopedia.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Observasi
Observasi dilakukan dari beberapa peristiwa yang terjadi dilingkungan
masyarakat mengenai pengajuan perceraian yang terjadi akibat salah satu pihak
berpindah agama, dan melalui Praktik Pengenalan Lapangan, peneliti menjumpai
beberapa kasus yang masuk ke Pengadilan yang duduk perkaranya adalah
mengajukan perceraian akibat perpindahan agama.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi, data maupun hal-hal
yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan adalah
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber dalam hal ini
adalah Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara yang disebabkan oleh perpindahan agama.
c. Dokumentasi
Studi dokumentasi yaitu peneliti mengambil data dengan mengamati
dokumen-dokumen dan arsip-arsip terkait dengan penelitian ini.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji
validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek
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penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen
dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur
apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap mengapa yang ingin
diungkapkan.
Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan
membuat kesimpulan atas temuannya.
F. Teknik pengolahan dan Analisa Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara  kualitatif
terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur
pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat
umum. Data yang diperoleh dari PA Makassar dan bahan-bahan yang dibutuhkan
tentang prosedur mediasi waris dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan  secara
induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi ini meliputi isi dan
struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam
menyelesaikan permasalahn hukum yang menjadi objek penelitian.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau
tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis
tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.
2. Menggunakan bahan referensi.
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Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga
data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam
penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil
observasi sebagai bahan referensi.
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BAB IV
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Tertentu
1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar
Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, akan tetapi sejak zaman kerajaan
atau sejak zaman Penjajahan Belanda, pada waktu itu kewenangan seorang raja
untuk mengangkat seorang pengadil disebut Hakim, akan tetapi setelah masuknya
syariah Islam maka raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan hakim
di minimalisir dan diserahkan kepada qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara
syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk cakkara atau
pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.33
33Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
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Pada zaman penjajahan Belanda sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni
Makassar, gowa, dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg.
Manranoka, bertempat tinggal di kampong Laras, qadhi lain yang dikenal ialah
K.H Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu
berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman
pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.34
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada
tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar, dan Gowa, karena pada waktu
itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan
dengan wilayah Makassar.
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang
menjadi Pengadilan Agama, maka dahulunya yang mengerjakan kewenangan
Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya
sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerjaan
Gowa dan kerajaan Tallo, dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian
gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.
Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, maka
pada 1960 maka terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut
dengan “Pengadilan Mahkamah Syariah”. Adapun wilayah yuridiksinya dan
keadaan gedungnya memiliki batas-batas seperti sebelah barat berbatasan dengan
selat Makassar, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten Gowa.
34Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
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Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar
dahulu hanya terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, dan selanjutnya berkembang
menjadi 14 (empat belas) kecamatan. Semenjak awal berdirinya hingga sampai
tahun 1999 Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar telah mengalami perpindahan
gedung kantor sebanyak 6 (enam) kali. Pada tahun 1976 telah memeroleh gedung
permanen seluas 150 m2 untuk rencana pembangunan lima tahun, akan tetapi
sejalan dengan perkembangan zaman dimana peningkatan jumlah perkara yang
meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut
andil memengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana
dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan
Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat yang baru, yang
bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya, Makassar dengan luas
lahan (tanah) 2.297 m2 dan luas bangunan 1.887, 5 m2.
Awal mula terbentuknya pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah
Makassar dengan wilayah yurisdiksi Maros, Makassar, Gowa, dan Takalar jumlah
pegawai SDM sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H Chalid Husein
dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M.
Jusuf Dg.Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Hayah dan Nisma.
Sedangkan yang menduduki posisi Hakim pada saat itu adalah H. Kallasi
Dg. Mallaga, K.H M. Syarif Andi Rukka, Syarid Sholeh Al Habayi, H. Abd. Dg.
Mai, Dg. Takadi ( H. Andi Mansyur), dan Dg. Mannu sebagai Hakim Ketua
Honorer.
Pada masa K.H Harun Rasyid menjadi ketua, hanya memiiki 7 (tujuh)
pegawai, sedangkan sekarang ini jumlahnya sudah bertambah karena berdasarkan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka
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penambahan jumlah pegawai sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi
melonjaknya jumlah volume perkara.
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
VISI
Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa dan profesional
dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.
MISI
1. Mewujudkan Pengadilan agama yang transparan dalam proses
peradilan.
2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan .
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
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Wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar kelas 1A meliputi 14
(empat belas)  kecamatan, sebagai berikut :
1. Kecamatan Biringkanaya : Bulurokeng, Daya, Paccerekkang, Pai,
Sudiang, Sudiang Raya, Untia.
2. Kecamatan Bontoala : Baraya, Bontoala, Bontoala Parang,
Bontoala Tua, Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru,
Paranglayang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru.
3. Kecamatan Makassar :  Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara
Baraya Timur, Bara Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini,
Maccini Gusung, Maccini Parang, Merdekaya, Merdekaya Selatan,
Merdekaya Utara, Maricaya, Maricaya Baru.
4. Kecamatan Mamajang : Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng,
Bonto Lebang, Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam,
Mamajang Luar, Mandala, Maricaya Selatan, Pa’batong, Parang,
Sambung Jawa, Tamparang Keke.
5. Kecamatan Manggala : Antang, Bangkala, Batua, Borong,
Manggala, Tamangapa.
6. Kecamatan Mariso : Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae,
Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan,Tamarunang.
7. Kecamatan Panakukang : Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara,
Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Paroko, Sinrijala,
Tamamaung, Tello Baru.
8. Kecamatan Rappocini : Balla Parang, Banta Bantaeng, Bonto
Makkio, Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi Kassi,
Mappala, Rapoccini, Tidung.
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9. Kecamatan Tallo : Buloa, Bunga Eja Beru, Kalukuang, Kaluku
Bodoa, La’lattang, Lakkang, Lembo, Pannampu, Rappojawa,
Rappokalling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung Pandang Baru,
Wala-Walaya.
10. Kecematan Tamalanrea :  Bira, Kapasa, Parangloe, Tamalanrea,
Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya.
11. Kecamatan Tamalate : Balang Baru, Barombong Bongaya,
Jongaya, Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa’ Baeng
Baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka.
12. Kecamatan Ujung Pandang : Baru, Bulo Gading, Lae-Lae,
Lajangiru, Losari, Maloku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang
Utara, Sawerigading.
13. Kecamatan Ujung Tanah : Barrang Caddi, Barang Lompo, Camba
Berua, Cambaya, Gusung, Pattingaloang, Pattingaloang Baru,
Pulau Kodingareng, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah.
14. Kecamatan Wajo : Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua,
Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang.
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4. Struktur Pengadilan Agama Makassar Klas IA
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5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
Pengadilan Agama Makassar, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam
dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan
ekonomi syariah.35 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, serta penyelesaian
perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding,
kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan
lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua
unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian,
dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang
hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-
orang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum
islam, sebagaimana diatur dalam pasal 107 Ayat (2) Undang-
35Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ,Pasal 49,h. 15.
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahlikewarisan tangan untuk pengambilan
deposito atau tabungan, pensiunan, dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyesaian sengketa ekonomi syariah
sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 yang telah diperbaruhi yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama.
8. Menyelenggarakan pelayanan hukum lainnya seperti
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B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perpindahan Agama
Dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa alasan sebab yang
menjadikan seseorang berpindah agama dari agama Islam ke agama lain, hal itu
dilatarbelakangi oleh berapa alasan. Pertama, faktor keyakinan dan kesadaran
adanya petunjuk Ilahi. Hal itu terjadi disebabkan adanya keyakinan dan komitmen
kuat terhadap agama yang baru. Keyakinan tersebut diperoleh karena membaca
buku, informasi dari para pemimpin agama dan keluarga besar yang lebih dahulu
berkonversi (berpindah agama).
Kedua, perpindahan agama juga terjadi karena faktor keluarga, baik yang
dialami oleh mereka yang lebih dulu berpindah agama dari Kristen ke Islam atau
sebaliknya. Para ahli sosiologi pada umumnya juga sepakat bahwa terjadinya
perpindahan agama dilakukan atas dasar pengaruh anjuran, atau propaganda yang
kuat dan terus menerus dari orang-orang terdekat. Seringkali orang tua, paman,
bibi, kakak, adik, merupakan faktor manusiawi yang tidak dapat disangka
memberikan pengaruh-pengaruh positif maupun negatif pada orang-orang
disekitarnya sehingga memungkinkan terjadinya perpidahan agama seseorang.
Sedangkan dalam perkara nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks penggugat
yang mengajukan gugatannya tertanggal 03 Oktober 2017 di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A disebabkan oleh perpindahan agama dan
percekcokkan yang terus menerus, dalam hal ini peneliti mendapatkan fakta
dilapangan bahwa perpindahan agama ini terjadi dikarenakan Tergugat yang
sebelumnya beragama Kristen sebelum menikah dan  masuk Islam sesaat sebelum
menikah, perpindahan agama tersebut dilakukan karena ketidakjelasan Undang-
Undang Perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan campuran.
Adapun perkawinan campuran diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijk
stbl. 1898 nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam pasal 1 GHR
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ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-
orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut Sudargo
Gautama, Pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan
hukum atau hukum yang berlainan, yang didalamnya antara lain disebabkan
karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan, dalam religi, golongan
rakyat, tempat kediaman atau agama.
Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, secara tegas perkawinan
campuran dinyatakan dalam pasal 57 yaitu perkawinan campuran dalam undang-
undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, perkawinan beda agama bukan
lagi termasuk dalam perkawinan campuran. Hal inilah yang menyebabkan banyak
terjadi perpindahan agama di Indonesia sesaat sebelum melangsungkan
perkawinan, seperti yang dialami oleh Tergugat yang disebabkan karena
ketidakjelasan undang-undang yang mengatur hal tersebut.
Dengan kondisi perundang-undangan tersebut, hal yang menyebabkan
perceraian yang terjadi dalam perkara nomor 1830/Pdt.G/2017/PA Makassar
dengan posita gugatan bahwa Tergugat berpindah agama, ditemukan fakta bahwa
Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 memeluk agama Islam
(muallaf) dan selama kurun waktu 7 tahun pernikahan, Tergugat yang memiliki
profesi sebagai Pelaut yang notabene sering berpergian dalam jangka waktu yang
cukup panjang dan mengakibatkan Tergugat tidak mendapatkan pemahaman
agama yang cukup baik sebagai seorang muallaf serta tidak adanya sosok yang
membimbing Tergugat untuk memahami syariat Islam dengan baik, di dukung
kembali oleh situasi yang tidak kondusif untuk memperkuat keyakinan terhadap
agama Islam yang  baru dipeluknya.
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Fakta selanjutnya diperkuat oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti
dengan Panitera atas nama Shafar Arfah, S.H, M.H  yang diperkuat dengan
keterangan saksi P dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwa saksi
pernah melihat Tergugat masuk ke dalam Gereja untuk beribadah.36 Hal itu
menunjukkan bahwa tergugat memang benar-benar kembali keagama
sebelumnya, kemudian menurut hakim Drs. Rahmatullah, M.H seseorang yang
lahir dalam keadaan Islam pun banyak yang tidak memahami agama Islam dengan
baik atau bahkan menyimpang dari ajaran Islam terlebih lagi seorang muallaf
yang tidak mendapatkan pemahaman ajaran Islam yang sebelumnya pernah
menganut ajaran agama lain, yang dalam kasus ini tergugat memiliki profesi
sebagai Pelaut kondisi tergugat yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat
lain dengan sedikit jangkauan dari tempat-tempat beribadah dapat berpengaruh
pada tingkat keimanan dan keyakinan terhadap suatu agama.37
Hal itu didukung kembali bahwa faktor lain yang menyebabkan
perpindahan agama diantaranya kurangnya pengetahuan yang menjadi penyebab
utama terjadinya kemurtadan. Kurangnya pengetahuan mengenai tauhid, dan
memahami syariat dengan baik. Oleh karena itu salah satu cara yang efektif untuk
mengantisifasi jadinya kemurtadan adalah dengan memahami dan menanamkan
akidah Islam dengan baik dikalangan masyarakat.
Pendapat Hakim itu semakin diperkuat kembali oleh ahli sosiologi yang
berpendapat, penyebab terjadinya perpindahan agama adalah pengaruh sosial
seperti :
a. Pengaruh hubungan pribadi baik pergaulan yang bersifat keagamaan
atau non-agama. Misalnya memiliki lingkungan yang cenderung
36Shafar arfah, S.H, M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar kelas 1A,
Wawancara, tanggal 7 Januari 2019.
37Drs. Rahmatullah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 1A,
Wawancara, tanggal 8 Januari 2019.
55
berbeda agama dengan dirinya dan memiliki tertarikan untuk
mempelajari agama tersebut.
b. Pengaruh kebiasaan rutin untuk tidak beribadah maupun meningkatkan
ketakwaan kepada Tuhan sehingga menjadikan dirinya enggan untuk
beribadah.
c. Pengaruh atau propaganda dari orang-orang yang dekat dengannya dan
memiliki perbedaan keyakinan.
d. Pengaruh kekuasaan pemimpin berdasarkan kekuatan hukum yang
mana masyarakatnya cenderung menganut suatu agama yang di anut
kepala negara atau pemimpin.
Pengaruh sosial tersebut merupakan faktor psikologis yang
ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi
seseorang maupun kelompok mengalami pergolakan batin sehingga
tidak mampu mempertahankan keimanannya dan memilih untuk
berpindah agama. 38
Sedangkan salah satu latar belakang orang berpindah agama adalah kasih
sayang dan cinta, yang dimanifestasikan dalam intitusi pernikahan. Realitas
menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan kekasih beda agama menjadi seagama
demi melancarkan proses pernikahan mereka. Hal itulah yang terjadi pada
Tergugat yang berpindah dari agama sebelumnya dan memeluk agama Islam
untuk dapat melangsunkan perkawinan dengan Penggugat. Alasan paling
mendasar adalah setiap agama belum memberikan legitimasi bagi pernikahan
beda agama. Karena itulah terjadi perpindahan salah satu pasangan ke dalam
agama pasangannya, yang sulit dikatakan bahwa perpindahan tersebut didorong
oleh kesadaran religiusitasnya. Dalam kasus seperti ini, pihak keluarga salah satu
38http://definisipakar.blogspot.com/2017/09/pengertian-konversi-agama-dan-faktor.html
di akses pada tanggal 20 November 2018.
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pasangan yang berpindah agama, tidak jarang harus merasa pasrah dan kalah.
Lebih jauh dari itu institusi pernikahan bisa terjadi justru dipilih menjadi salah
satu cara untuk mengajak orang lain berpindah agama. Hal ini tentu bertentangan
dengan semangat toleransi dan pluralisme. 39
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perceraian Yang Disebabkan
Perpindahan Agama
Berdasarkan putusan Hakim Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks terdapat
beberapa pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim yang memeriksa perkara
cerai gugat yang disebabkan salah satu pihak berpindah agama, beberapa
pertimbangan tersebut ialah sebagaimana berikut :
Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah
menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus
dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun
Tergugat tidak hadir dalam persidangan;
Majelis Hakim menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada
pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
ada  lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus, bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan November 2015, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa
Tergugat telah murtad, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi
dirukunkan kembali sebagai suami istri;
Majelis Hakim menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah
menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-
dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu
39Drs. Rahmatullah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 1A,
Wawancara, tanggal 8 Januari 2019.
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dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai
perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti
untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;
Majelis Hakim menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti
P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah
sumpah, masing-masing bernama saksi dan saksi;
Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti
adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri
sah;
Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara, maka Majelis
Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa kedua saksi tersebut
telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada
pokoknya telah menyatakan bahwa  Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
tidak rukun lagi karena sering bertengkar, bahkan kini Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya, selain itu kedua saksi
juga menerangkan bahwa sekarang ini Tergugat telah kembali menganut
agamanya yang semula sebelum pernikahan (agama Kristen);
Majelis Hakim menimbang pula bahwa berdasarkan keterangan kedua
saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri,
bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai
sekarang tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, selain itu
Tergugat yang sebelum pernikahan beragama Kristen (muallaf), kini telah
kembali menganut agama tersebut, fakta-fakta mana telah cukup membuktikan
bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,
58
keduanya  sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan,
yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga
bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana
maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat;
Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa selain terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami
istri, juga terbukti Tergugat telah beralih keyakinan dari agama Islam ke agama
Kristen (murtad). Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) serta (h) Kompilasi
Hukum Islam;
Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena terbukti pula alasan
perceraian yang mendalilkan Tergugat telah murtad, maka Majelis Hakim telah
mempunyai alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan Penggugat
dan Tergugat dengan menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat;
Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak
pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan
Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;
Majelis Hakim menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama
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Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai
perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;
Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.
Berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim
memutuskan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh perpindahan agama
sebagai berikut:
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tallo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat
dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Adapun pembuktian Hakim dalam memeriksa perkara cerai gugat adalah
penyajian alat-alat bukti yang sah dihadapan hukum kepada hakim yang
memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa
yang dikemukakan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
Berkaitan dengan putusan hakim nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks yang
didalamnya memuat bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat yaitu alat
bukti surat  fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rappocini, Nomor : 972/41/XI/2012 tanggal 15 September 2014 yang
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup.
Disamping itu penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah.
Bukti pertama yaitu bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Nomor :
972/41/XI/2012 tanggal 15 September 2014 yaitu bukti yang berupa akta otentik.
Dimana akta otentik adalah surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang
oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu,
memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan
sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam
surat itu (Pasal 165 HIR/285 RBG/ 1870 KUH Perdata).
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Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup mengikat dan sempurna.
Cukup mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut
harus dipercaya oleh hakim sebagai sesuatu yang benar, selama tidak dibuktikan
sebaliknya. Sempurna dalam arti bahwa sudah cukup untuk membuktikan suatu
peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lain. Sekalipun penggugat
mengajukan bukti fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam persidangan,
bukti tersebut sudah dianggap sah karena fotokopi tersebut sudah dicocokkan
dengan aslinya dan sudah diberi materai. Oleh karena itu fotokopi yang tidak
secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang
penting-penting secara substansi masih dipersengketakan oleh kedua belah pihak
bukanlah bukti yang sah menurut hukum (Putusan Mahkamah Agung, 14 April
1976 Nomor : 701 K/Sip/1974).  Dan juga bukti tulisan yang disampaikan kepada
pengadilan harus diberi materai, kecuali sudah berada diatas kertas segel, kalau
tidak, maka bukti tulisan tersebut akan dikesampingkan hakim (MA tanggal 28-8-
1975 Nomor. 983 K/Sip/1972).
Kemudian pembuktian saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR/ 306-309
RBG/ 1895-1912 KUH Perdata. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan
dalam segala hal jika hal itu tidak dikecualikan dengan undang-undang. Sebagai
pengecualian ialah sebagai berikut :
a. Persatuan harta kekayaan dalam perkawinan dapat dibuktikan dengan
perjanjian kawin atau dengan sebuah surat keterangan yang
ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan (Pasal 150 KUH
Perdata).
b. Perjanjian pertanggungan hanya dapat dibuktikan dengan polis(Pasal
258 KUH Dagang)
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c. Sahnya perkawinan apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang
dan didaftarkan untuk mendapatkan akta nikah (Pasal 1 (2) Undang-
Undang Perkawinan).
Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya dalam hukum, Pasal
169 HIR/ 306 RBG/ 1905 KUH Perdata. Istilah hukumnya adalah unus testis
nullus testis yaitu artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Ini berarti suatu
peristiwa tidak dianggap terbukti apabila hanya didasarkan pada seorang saksi
saja, supaya peristiwa itu terbukti dengan sempurna, misalnya surat, persangkaan,
pengakuan atau sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian baru
akan sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, meskipun
ada dua orang saksi suatu peristiwa dapat dikatakan meyakinkan apabila hakim
mempercayai kejujuran hakim-hakim tersebut.
Dalam putusan nomor : 1830/Pdt.G/2017/PA Mks termuat jika saksi-saksi
yang dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim telah mendengar dan
mempertimbangkan bahwa kedua saksi yang tidak disebutkan namanya dalam
putusan (demi menjaga privasi dan nama baik para pihak) telah menyatakan
bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi karena sering
bertengkar, bahkan kini penggugat dan tergugat telah berpisah rumah tempat
tinggal sekitar dua tahun lamanya, dan kedua saksi juga menerangkan bahwa
sekarang ini tergugat telah kembali menganut agamanya yang semula sebelum
pernikahan terjadi (agama Kristen). Keterangan kedua saksi tersebut diperkuat
dengan adanya pernyataan bahwa saksi telah melihat Tergugat kembali
melakukan aktivitas keagamaan di Gereja yang kemudian dihubungkan dengan
dalil-dalil gugatan ini dapat dibenarkan dan memiliki kesesuaian sehingga
keterangan kedua saksi tersebut terbukti dan meyakinkan.
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Dengan adanya proses pembuktian dipersidangan serta adanya pernyataan
saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat tersebut telah rusak akibat perpindahan agama, maka
terbukti pula alasan perceraian yang mendalilkan Tergugat telah berpindah
keyakinan, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyelesaikan dan
memutus perkara tersebut sesuai dengan Pasal 164 Herzien Inlandsch
Reglement.40 Jadi dalam perkara ini, secara Islam jelas-jelas telah merusak
perkawinannya dan pasangan suami istri tersebut sudah tidak lagi saling memiliki
hak dan kewajiban atas satu sama lainnya.
D. Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan
Salah Satu Pihak Berpindah Agama
Dalam putusan Nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks Majelis hakim
memutuskan bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun
sudah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi
guna mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana yang
diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai
dan efektif yang dapat membuka akses yang lebih luas pada para pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
Dalam perkara ini, peneliti sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Makassar yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Seperti
telah disinggung dalam duduk perkara diatas, bahwa pasangan ini telah
mempunyai dua orang anak yang tentunya dengan adanya perceraian kedua orang
40 http://m.hukumonline.com/berita/baca/it5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-
alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/ diakses pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 21:18 Wita
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tuanya akan mengakibatkan anak tersebut kehilangan kasih sayang dari kedua
orang tuanya.
Oleh karena tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasa
hukumnya maka putusan ini merupakan putusan yang bersifat verstek, putusan
verstek atau yang biasa dikenal dengan absentia adalah putusan yang tidak
dihadiri oleh tergugat. Verstek diatur dalam pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR sebagai
berikut :
Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang
ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai walinya, maka
tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau
nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada
beralasan.
Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari tergugat untuk
hadir di persidangan, dan tidak pula dijumpai eksepsi (tangkisan) dari tergugat
terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa perkara ini dapat dikabulkan secara verstek.
Dalam putusan tersebut Majelis hakim menyatakan fasakh perkawinan
antara penggugat dan tergugat akibat salah satu pihak berpindah agama. Arti
fasakh itu sendiri adalah rusak atau putus yang secara lebih detailnya bahwa
putusnya suatu perkawinan melalui Pengadilan yang hakikatnya hak suami atau
istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu
penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat
merasakan arti dari hakikat perkawinan. Akan tetapi fasakh juga dapat terjadi
akibat bila dari salah satu suami istri murtad dari agama Islam dan tidak mau
kembali sama sekali, maka akadnya batal atau fasakh karena kemurtadannya
belakangan.
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Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan disimpulkan bahwa
selain terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah,
sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, juga
terbukti Tergugat telah beralih keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen
(murtad). Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) serta (h) Kompilasi
Hukum Islam.
Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak
mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan keterangan kedua saksi
yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan ditemukan fakta bahwa Penggugat
dan Tergugat tidak rukun kembali sebagai suami istri. Sehingga Majelis Hakim
pun berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan
ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak November 2015 dan tergugat telah kembali (murtad) dari agama Islam ke
agama Kristen seperti sebelum terjadinya perkawinan. Mengingat kembali bahwa
murtad atau kembalinya seseorang dari agama Islam ke agama lain sudah
menyebabkan terjadinya perbedaan prinsip dan keyakinan yang menyebakan
perselisihan yang terus menerus. Sehingga Majelis Hakim pun melalui
pertimbangan hukum dan pertimbangannya sebagai aparatur negara yang
menjalankan tugasnya berupaya untuk menghindarkan kemudharatan yang terjadi
akibat perselisihan yang disebabkan perpindahan agama.
Dari beberapa pertimbangan tersebut maka peneliti sepakat dengan majelis
hakim dalam permasalahan ini berpendapat rumah tangga antara penggugat dan
tergugat benar-benar telah pecah oleh karena terjadi percekcokkan yang terus
menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena
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berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa penyebab rumah tangga antara
penggugat dan tergugat telah pecah karena tergugat yang seorang muallaf telah
kembali ke agamanya yang sebelum menikah dengan penggugat yaitu beragama
Kristen. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dapat terjadi apabila
antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
Terkait dengan perselisihan dan terjadinya pisah tempat tinggal
pertimbangan hukum hakim juga sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi
hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah
tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah.
Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim tentang
perkara yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim dapat
mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, dilihat dari perkara tersebut tergugat
telah berpindah agama (murtad), maka perkawinan antara penggugat dan tergugat
tersebut lebih tepat diputus dengan fasakh bukan dengan talak ba’in shugra.
Berdasarkan putusan nomor 1830/Pdt.G/2017/PA Mks maka peneliti
berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus
dalam perkara tersebut bukan alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari
alasan lain yang mendahuluinya yaitu kembalinya tergugat ke agamanya semula
yaitu Kristen. Sehingga putusan perceraian dalam perkara ini lebih tepat diputus
dengan fasakh, karena hak talak tergugat telah gugur akibat perpindahan agama
(murtad) dan karena perkawinan itu sendiri telah rusak semenjak Tergugat
murtad, maka tidak perlu lagi bagi Tergugat untuk mengucapkan ikrar talaknya.
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Sedangkan murtad yang dilaksanakan menurut perkawinan Islam dalam
putusnya perkawinan itu bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan
pertengkaran serta tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, melainkan karena itu dilarang oleh agama Islam. Adanya






1. Faktor terjadinya perpindahan agama dalam perkara cerai gugat ini
dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman Tergugat dalam mempelajari
syariat Islam sebagai seorang muallaf serta tidak ada sosok yang
membimbing Tergugat untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam
dengan baik, kondisi itu pula semakin rumit dengan kenyataan bahwa
profesi Tergugat sebagai seorang pelaut yang jauh dari tempat-tempat
beribadah dan forum-forum kajian keislaman.
2. Dalam perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak
berpindah agama, berdasarkan putusan majelis hakim dalam perkara cerai
gugat nomor 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks dapat disimpulkan, bahwa
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga
keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, juga
terbukti Tergugat telah beralih keyakinan dari agama Islam ke agama
Kristen (murtad). Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) serta
(h) Kompilasi Hukum Islam. Fasakhnya perkawinan antara penggugat dan
tergugat akibat salah satu pihak berpindah agama itu sendiri adalah rusak
atau putus, yang secara lebih detailnya bahwa putusnya suatu perkawinan
melalui Pengadilan yang hakikatnya hak suami atau istri disebabkan
sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit
yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat
merasakan arti dari hakikat perkawinan. Akan tetapi fasakh juga dapat
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terjadi akibat bila dari salah satu suami istri murtad dari agama Islam dan
tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal atau fasakh karena
kemurtadannya belakangan.
B. Implikasi Penelitian
1. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat
mencari keadilan bagi umat yang beragama Islam, dalam menjatuhkan
putusan dapat mempertimbangkan ketentuan pasal dan ketentuan Fiqh
yang memutuskan perkara perceraian dengan fasakh, dan hendaknya
Majelis hakim dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan fakta-fakta
yang menerapkan prinsip-prinsip yang baik dan benar, sehingga tidak
menimbulkan kemudharatan terhadap perkawinan dan anak-anak yang
lahir dari perkawinan tersebut.
2. Kepada masyarakat luas memilih pasangan yang berakhlak mulia dan
sesuai dengan syariat Islam, karena pada umumnya permasalahan agama
dalam perkawinan memiliki dampak yang sangat besar dalam
keharmonisan rumah tangga. Bagi seorang yang beraga non Islam yang
ingin masuk Islam, hendaknya bukan karena didasari rasa cinta karena
pasangannya, melainkan atas dasar karena Allah SWT, agar ketika apabila
terjadi cekcok dalam rumah tangga, orang yang masuk dalam Islam
tersebut tidak mudah goyah Imannya untuk kembali berpindah ke agama
sebelumnya.
3. Kepada pemerintah persoalan hukum mengenai perpindahan agama Islam
ke agama lain (murtad) yang dilakukan oleh suami atau istri setelah
dilangsungkan perkawinan perlu mendapatkan pengaturan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya karena dalam
Undang-Undang ini hanya menggolongkan putusnya perkawinan karena
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tiga hal yaitu karena perceraian, kematian dan karena putusan pengadilan.
Meskipun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam huruf (a) mengenai
perceraian karena murtad namun disini murtad itu hanya dijadikan alasan
dibawah alasan lainnya, sehingga alasan perceraian karena murtad dapat
dijadikan alasan utama baik itu didalam kompilasi hukum Islam ataupun
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